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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai eksistensi pemerintahan desa adat di Bali dalam perspektif sebagai badan

hukum publik beserta otonomi aslinya yang memberi wewenang untuk mengatur dan mengurusi rumah

tangganya sendiri khususnya yang berdimensi publik. Pemerintahan desa adat di Bali sebagai salah bentuk

kesatuan masyarakat hukum adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan

dihormati berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Namun pengaturan lebih lanjut di peraturan

perundangan masih bersifat parsial yang tidak selalu menjadikannya sebagai bagian struktur pemerintahan

daerah. Hal tersebut terlihat di UU Desa yang menginginkan anutan desa tunggal yang tidak sesuai dengan

keadaan ko-eksistensi dualisme desa adat dan desa dinas di Bali. Maka dari itu Pemerintah daerah provinsi

Bali mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui desa adat sebagai subyek hukum dengan otonomi asli.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang menganalisis sumber hukum primer dan

sekunder serta diperkuat dengan wawancara sebagai pemberi keterangan, adapun tipologi penelitian ialah

deskriptif analitis. Kerangka konsep yang digunakan ialah dualisme desa di Bali untuk mengkaji struktur

ganda pemerintahan desa di Bali dengan tata kelola dan dasar hukum yang berbeda. Perihal kedudukan dan

kewenangan pemerintahan desa adat di Bali sebagai badan hukum publik sebenarnya telah melekat sedari

awal terbentuknya yang diperkuat dengan pengaturan dan penetapan peraturan daerah selaku kebijakan

publik.

......This thesis explores the presence of traditional village governments in Bali as public legal entities with

original autonomy to regulate and manage their communities, especially in matters with public impact.

These traditional village governments are recognized and respected as a form of customary law community

unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, based on Article 18B

paragraph 2 of the 1945 Constitution. However, existing statutory regulations are still incomplete as they

don't consistently integrate traditional villages into the regional government structure. An example of this is

the Village Law, which mandates a single village model instead of the co-existence of traditional and

official villages in Bali. In response, the Bali provincial government has issued a regional regulation

acknowledging traditional villages as legal entities with genuine autonomy. This research uses a doctrinal

research method that analyzes primary and secondary legal sources, supported by interviews for additional

information. The research methodology is analytical-descriptive,. </em><em>The conceptual framework

used is village dualism in Bali to examine the dual structure of village government in Bali with different

governance and legal bases</em><em>. Regarding the status and authority of traditional village

governments in Bali as public legal entities, it has been inherent since their establishment and has been

further reinforced through regional regulations as public policy.
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